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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article History: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in 
the national economy yet continue to face various obstacles in 
meeting their tax obligations. This study aims to analyze the factors 
influencing the tax understanding and compliance of MSME 
operators in the Special Region of Yogyakarta, focusing on the 
mindsets underlying their tax-related decision-making. The research 
employs a qualitative approach grounded in the phenomenological-
interpretivist paradigm. Data were gathered through semi-
structured interviews with nine MSME owners or managers—
selected via purposive sampling—and analyzed using thematic 
analysis. The findings indicate that tax compliance is driven more by 
concerns regarding administrative sanctions and legal consequences 
than by moral awareness. Key barriers include low tax literacy, 
regulatory complexity, limited access to information, and the high 
cost of professional assistance. Furthermore, perceptions of an unfair 
tax system, poor public service quality, and declining trust in the 
government also play a role. These findings underscore the 
importance of simplifying regulations, strengthening tax education, 
and enhancing transparent governance to foster voluntary 
compliance among MSME operators. 

ABSTRAK 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting 
dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai 
kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini 
bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi 
pemahaman dan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan fokus pada pola pikir yang 
mendasari pengambilan keputusan perpajakan. Penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif berparadigma interpretivisme 
fenomenologis. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur 
terhadap sembilan pemilik atau pengelola UMKM yang dipilih 
secara purposive dan dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan lebih 
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dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap sanksi administratif dan 
konsekuensi hukum dibandingkan kesadaran moral. Hambatan 
utama meliputi rendahnya literasi perpajakan, kompleksitas 
regulasi, keterbatasan akses informasi, serta tingginya biaya 
pendampingan profesional. Selain itu, persepsi terhadap 
ketidakadilan sistem perpajakan, rendahnya kualitas pelayanan 
publik, dan menurunnya kepercayaan kepada pemerintah turut 
melemahkan kepatuhan sukarela. Temuan ini menegaskan 
pentingnya penyederhanaan regulasi, penguatan edukasi 
perpajakan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang 
transparan untuk mendorong kepatuhan sukarela pelaku UMKM. 

 

 

PENDAHULUAN   

Di tengah ketidakstabilan ekonomi global dan percepatan perubahan kebijakan 

perpajakan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) di tuntut untuk mampu bertahan 

sekaligus terus berkembang. Sebagai sektor yang berkontribusi sekitar 40 % terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) di sejumlah negara, termasuk Indonesia, UMKM memiliki peran strategis 

sebagai penggerak ekonomi sekaligus penggerak ekonomi sekaligus representasi ketahanan 

nasional (Dwivedi, 2015). Akan tetapi, potensi tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan 

krusial, khususnya dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan. Walaupun Usaha 

Kecil dan Menengah  (UKM) memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan 

kemiskinan serta pemerataan sosial, sektor ini masih menghadapi beragam kendala dalam 

pelaksanaanya. (Ayu et al., 2022). Sebagian besar dari mereka menghadapi kendala berupa 

keterbatasan sumber daya serta tingginya beban perpajakan (Pellegrino & Abe, 2023).  Selain itu, 

di tengah dinamika lingkungan bisnis yang di tandai oleh perubahan kebijakan perpajakan yang 

berlangsung secara berkelanjutan, pemahaman terhadap berbagai kendala yang dihadapi 

UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya menjadi semakin krusial (Schoonjans et 

al., 2011). Keterbatasan pengetahuan yang memadai terkait perpajakan serta mekanisme 

pembayaran pajak menyulitkan UMKM dalam memahami dan memenuhi tanggung jawab 

perpajakannya Kurangnya pengetahuan yang memadai tentang perpajakan serta mekanisme 

pembayaran pajak meyulitkan UMKM untuk memahami kewajiban dan tanggung jawab 

perpajakannya (Hansford et al., 2003).  
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Kendala yang dihadapi oleh Sebagian besar usaha kecil dalam memahami dan memenuhi 

ketentuan perpajakan memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas finansial serta 

potensi pertumbuhan usaha mereka, yang pada akhirnya memengaruhi kontribusi strategis 

mereka terhadap pertumbuhan usaha mereka, yang pada akhirnya memengaruhi kontribusi 

strategis terhadap pembangunan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja (Abdul-azeez et al., 

2024). Persepsi terhadap kompleksitas regulasi perpajakan menjadi tantangan bagi usaha mikro, 

kecil, dan menengah (UMKM) yang berdampak pada variasi tingkat kepatuhan pajak serta 

mengurangi kemampuan mereka dalam berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan 

dan pembangunan ekonomi (Sibiya et al., 2023). Kepatuhan Pajak usaha kecil, menengah sangat 

di pengaruhi oleh persepsi pelaku usaha terhadap keadilan sistem perpajakan serta besarnya 

hambatan administratif yang mereka alami. Oleh karena itu, untuk mendukung pertumbuhan 

dan perkembangan Usaha Kecil dan Menengah, pembuat kebijakan perlu mengidentifikasi serta 

mengatasi berbagai tantangan utama tersebut guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 

peningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus memperkuat kontribusi UKM terhadap 

perekonomian (Appiah et al., 2024).  

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan, pemerintah 

menetapkan kebijakan yang memperhatikan kelangsungan usaha, kemampuan ekonomi 

masyarakat, dan aspek keadilan. Keadilan dalam perpajakan mengisyaratkan adanya 

keseimbangan antara kontribusi pajak yang dibayarkan wajib pajak dan manfaat yang mereka 

peroleh dari negara (Sa’diyah, 2016). Berbagai faktor berkontribusi terhadap rendahnya 

kepatuhan pajak UMKM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak wajib pajak belum 

memahami aspek perpajakan secara memadai dan cenderung memandang pajak hanya sebagai 

kewajiban, tanpa memahami regulasi maupun implikasi yang menyertainya (Po’oe, 2015). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% belum mampu 

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan (Sari, 2018). Penelitian 

tmenunjukkan bahwa kesadaran pajak UMKM masih rendah, sebagaimana tercermin dari hanya 

sekitar 2 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak (Amah et al., 2023). 

Pada tingkat regional, kondisi serupa juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Menteri Koperasi dan UKM mengungkapkan bahwa kontribusi penerimaan pajak dari sektor 

UMKM masih relatif rendah jika dibandingkan dengan total penerimaan pajak 
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nasional.(Catriana, 2021). Pada tahun 2025, target penerimaan Pajak DIY hanya terealisasi 92,21 

% dari target yang ditetapkan (Umah, 2026). Dengan demikian, kajian mengenai persepsi wajib 

pajak UMKM terhadap kepatuhan pajak menjadi krusial untuk dilakukan. Pemahaman atas 

faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dan ketidakpatuhan pajak merupakan kebutuhan 

penting bagi setiap negara dalam upaya meningkatkan penerimaan negara. Berbagai studi di 

berbagai negara menunjukkan bahwa persepsi UMKM berperan penting dalam membentuk 

perilaku kepatuhan perpajakan. Studi yang dilakukan di Uganda mengindikasikan bahwa 

persepsi terhadap aspek keadilan perpajakan, kompleksitas regulasi, serta manfaat yang 

dirasakan dari pembayaran pajak berkontribusi terhadap kemauan wajib pajak dalam mematuhi 

kewajiban perpajakan (Mausa & Safina, 2024). Di Selandia Baru, kepatuhan pajak dipengaruhi 

oleh berbagai faktor hukum, ekonomi, dan psikologis, termasuk tingkat kepercayaan wajib pajak 

serta persepsi mereka terhadap keadilan sistem perpajakan (Sue & Brett, 2020). Dalam konteks 

Indonesia, moral pajak (tax morale) dan persepsi keadilan perpajakan merupakan faktor dominan 

yang berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Timothy & Abbas, 2021). 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi 

perspektif serta perilaku kepatuhan perpajakan pemilik dan direktur pengelola usaha mikro, 

kecil, dan menengah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penekanan pada 

pemahaman terhadap pola pikir mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Melalui 

kajian terhadap literatur yang relevan dan analisis data empiris, penelitian ini mengidentifikasi 

sejumlah kecenderungan yang mencerminkan sikap serta perilaku pelaku usaha terhadap 

kewajiban perpajakan. Temuan penelitian menunjukkan adanya berbagai faktor yang berperan 

sebagai pendorong maupun penghambat kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. 

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini mengajukan sejumlah rekomendasi praktis yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan efektivitas kepatuhan pajak bagi pelaku usaha. 

Di samping itu, penelitian ini juga mengakui adanya keterbatasan dalam pelaksanaannya serta 

merekomendasikan penelitian lanjutan guna memperdalam dan memperluas pemahaman 

mengenai determinan kepatuhan perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. 
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Tinjauan Pustaka 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dikategorikan sebagai wajib pajak 

yang patuh apabila melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

yang berlaku. Tingkat kepatuhan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi 

juga oleh moral pajak yang berperan sebagai motivasi intrinsik dalam mendorong pemenuhan 

kewajiban perpajakan. Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia tahun 2008 No 20 

Pasal 1Usaha Mikro dan Usaha Kecil merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh 

perorangan atau badan usaha perorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

• Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil 

penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.  

• Usaha Kecil merupakan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

dari usaha menengah maupun usaha besar, dengan kekayaan bersih lebih dari 

Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000 dan hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp300.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000.  

• Usaha Menengah merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dimiliki oleh 

perorangan atau badan usaha yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang dari usaha besar. Berdasarkan kriterianya, usaha menengah 

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000, tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki omzet penjualan 

tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000.  

Kepatuhan Pajak 

Kepatuhan pajak merupakan tingkat ketaatn wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan 

perpajakan yang mencakup empat aspek utama, yaitu pendaftaran wajib pajak, penyampaian 

Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak terutang, serta pelaporan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku (OECD, 2004). Sejumlah otoritas perpajakan memaknai 

kepatuhan pajak sebagai kapasitas serta kewajiban pajak  untuk memenuhi ketentuan perpajakan 

yang berlaku, menyampaiakn laporan penghasilan tahunan secara benar, dan melunasi 
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kewajiban pajaknya secara lengkap serta sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan (Thi et al., 

2023). Kepatuhan pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban 

perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu yang mencakup pelaporan serta 

penyamapaian informasi perpajakan, perhitungan pajak yang akurat, pembayaran pajak sesuai 

ketentuan, serta pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan yang berlaku 

(Hidayat et al., 2014). Di negara berkembang, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, seperti efektivitas penegakan hukum perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap 

pemerintah dan otoritas pajak, ancaman pemberian sanksi, persepsi atau opini publik, ekspetasi 

masyarakat kinerja pemerintah, serta tingkat ketegasan maupun fleksibilitas regulasi perpajakan 

yang berlaku (Agbetunde, 2021; Kiconco & Sserwanga, 2019; Vincent, 2021). 

Hubungan antara Kepatuhan Pajak dan Moral Pajak 

Kepatuhan pajak dipengaruhi secara signifikan oleh konsep moral pajak yang memili 

keterkaitan erat dengan perilaku pajak (Myburg & Schutte, 2024). Konsep moral pajak telah 

dikenal sejak abad ke-20 pada saat itu di definisikan sebagai sikap individu atau masyarakat 

terhadap kewajiban membayar pajak(Schmolders, 2006). Istilah kewajiban secara inheren 

mencerminkan keterkaitan yang erat dengan aspek moralitas. Selanjutnya, konsep tersebut 

mengalami penyempurnaan dengan mewajibkan penekanan yang lebih besar kepada motivasi 

intrinsik individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Braithwaite & Ahmed, 2005; 

Torgler, 2007).  Dalam perkembangan kajian perpajakan, moral pajak sering digunakan sebagai 

istilah yang merepresentasikan beragam faktor psikologis yang mempengaruhi kesediaan 

individu untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela (Horodnic, 2026; Luttmer & Singhal, 

2014). Dalam praktiknya, moral pajak sering di ukur secara lebih sempit melalui persepsi 

individu mengenai apakah tindakan menghindari atau mengelabui pembayaran pajak dapat 

dibenarkan (Hardhing, 1986). 

Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa moral pajak berperan sebagai faktor 

yang memengaruhi perilaku kepatuhan dalam membayar pajak. Temuan ini tercermin dari hasil 

penelitian yang mengungkapkan bahwa individu dengan Tingkat moral pajak yang lebih tinggi 

cenderung memiliki kecenderungan yang rendah untuk melakukan penggelapan pajak (Brink & 

Porcano, 2016).  Berbagai studi mengenai moral pajak dan implikasinya terhadap Keputusan 

kepatuhan mengungkapkan adanya keterkaitan yang signifikan antara dimensi etika individu 
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maupun sosial, tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah, serta persepsi wajib pajak, 

terhadap keadilan sistem pajak (Belahouaoui & Attak, 2024). Faktor institusional dan sosial 

mempunyai peranan penting, bahkan lebih dominan, dibandingkan instrument pencegahan 

tradisional seperti audit dan sanksi yang medorong kepatuhan pajak. Temuan tersebut 

memperluas pemahaman tentang kepatuhan pajak dengan menunjukkan individu dan tingkat 

kepercayaan terhadap institusi merupakan determinan utama dalam pembentukkan perilaku 

utama pajak (Torgler, 2002).  

Kepercayaan terhadap sistem hukum serta peran pemerintah mempunyai peranan 

penting dalam membentuk moral pajak, terutama di negara-negara berkembang (Alm & Torgler, 

2006).  Penelitian tersebut juga mendalami, Temuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan budaya dalam tingkat moral pajak, di mana masyarakat di Amerika Serikat memiliki 

moral pajak yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat di Eropa. Hasil ini mengindikasikan 

bahwa budaya nasional serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat berperan penting 

dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan terhadap institusi berperan 

sangat kuat dalam penentu faktor penentu utama moral pajak, temuan ini semakin menegaskan 

bahwa institusi yang transparan dan dapat dipercaya dapat mendorong kepatuhan pajak 

(Matthaei et al., 2023).  

Kepatuhan Pajak UMKM berkorelasi positif dengan moral pajak yang baik, persepsi 

keadilan, dan kepercayaan terhadap otoritas pemerintah, selain itu pengetahuan perpajakan 

memperkuat motivasi tersebut (Timothy & Abbas, 2021). Di Gioacchino & Fichera, (2020) 

menawarkan perspektif menarik dengan berbagai usulan strategi yang terarah untuk 

meningkatkan moral pajak dan menekan praktik penghindaran pajak, selain itu penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa norma sosial dan pengaruh individu berperan signifikan dalam 

membentuk perilaku wajib pajak. (Bakar & Palil Mohd Rizal, 2023).  

Kepatuhan Pajak Sukarela dan Kepatuhan Pajak di Paksakan 

Kirchler et al., (2008) memperkenalkan kerangka slippery slope sebagai pendekatan yang 

berbeda dalam menjelaskan kepatuhan pajak. Menurut mereka, pemahaman mengenai dua 

aspek fundamental, yakni kekuasaan (power) yang dimiliki otoritas pajak serta tingkat 

kepercayaan (trust) masyarakat terhadap otoritas tersebut, merupakan kunci untuk menjelaskan 

terbentuknya kepatuhan pajak, baik yang muncul secara sukarela (voluntary compliance) maupun 
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yang disebabkan oleh tekanan atau penegakan aturan (enforced compliance). Kerangka ini 

mengintegrasikan berbagai determinan kepatuhan pajak secara menyeluruh, mulai dari 

penerapan sanksi dan kemungkinan dilakukannya pemeriksaan pajak (audit probability) hingga 

sikap wajib pajak dan persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan. Seluruh faktor tersebut 

dianalisis dalam konteks interaksi antara dimensi kekuasaan dan kepercayaan yang 

memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Kerangka kerja ini menggabungkan berbagai faktor 

secara menyeluruh, mencakup sanksi berupa denda, kemungkinan dilakukannya pemeriksaan 

pajak (audit), serta sikap dan persepsi terhadap keadilan. Seluruh faktor tersebut dianalisis dalam 

kerangka hubungan antara kekuasaan dan kepercayaan.  

Penelitian empiris oleh Muehlbacher et al., (2011) ang dilakukan di Austria, Inggris, dan 

Republik Ceko juga menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak lebih berperan 

dalam meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Sebaliknya, kepatuhan yang 

bersifat paksaan (enforced compliance) lebih dipengaruhi oleh besarnya kekuasaan otoritas pajak 

yang dirasakan oleh wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 

semakin tinggi usia dan tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kecenderungannya untuk 

patuh secara sukarela. Namun, kedua faktor tersebut justru berhubungan negatif dengan 

kepatuhan yang timbul karena paksaan. Dalam persepktif budaya, Prinz, (2023) menggunakan 

konsep Cultural Tightness–Looseness (CTL) untuk menjelaskan bagaimana budaya memengaruhi 

kepatuhan pajak. Pendekatan ini menyoroti karakteristik masyarakat berdasarkan tingkat 

keketatan atau kelonggaran norma sosial serta dampaknya terhadap perilaku wajib pajak. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada masyarakat dengan norma sosial yang kuat dan tingkat 

kepatuhan yang tinggi, kepercayaan  menjadi mekanisme utama dalam mendorong dan menjaga 

kepatuhan pajak. Sebaliknya, pada masyarakat yang memiliki norma sosial lebih longgar (loose 

societies), kekuasaan  menjadi instrumen pengendalian yang lebih dominan. Dalam konteks ini, 

otoritas pajak cenderung mengandalkan pendekatan penegakan hukum yang bersifat represif, 

yang dikenal sebagai pendekatan “cops and robbers”, guna memastikan kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian Ciobanu et al., (2025) mendalami perubahan kepatuhan pajak selama pandemi 

COVID-19. Dengan menggunakan atribut-atribut dalam model slippery slope, penelitian tersebut 

mengkaji perubahan niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya selama periode 

tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mengenai keadilan pajak dan 
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kepercayaan terhadap pemerintah merupakan faktor utama yang memengaruhi kepatuhan 

pajak. Selain itu, faktor-faktor seperti kesediaan untuk membayar pajak secara teratur, persepsi 

terhadap keadilan otoritas perpajakan, serta transparansi dalam pengeluaran pemerintah juga 

berperan penting dalam membentuk dinamika perubahan kepatuhan pajak tersebut. 

Faktor Legitimasi yang memengaruhi kepatuhan pajak. 

Dalam konteks kepatuhan pajak, aspek etika memiliki peran yang krusial dan mencakup 

berbagai dimensi. Keyakinan etis terbukti memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini menunjukkan bahwa wajib 

pajak mengaitkan nilai-nilai moral yang mereka anut dengan berbagai pertimbangan praktis 

ketika mengambil keputusan terkait perpajakan, sehingga tercipta hubungan yang erat dan 

kompleks antara aspek moral dan aspek praktis dalam kepatuhan pajak (Reckers et al., 1994). 

Temuan ini mengindikasikan bahwa perspektif etis berperan dalam membentuk sikap wajib 

pajak terhadap kepatuhan perpajakan, serta dapat memengaruhi respons mereka terhadap 

berbagai faktor ekonomi, termasuk besaran tarif pajak.  

Darmayasa dan Aneswari (2015) menegaskan bahwa penerapan praktik etika yang 

berlandaskan nilai-nilai budaya memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan pajak 

secara sukarela. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengintegrasian kearifan lokal dan 

norma budaya ke dalam sistem perpajakan dapat menjadi strategi yang efektif untuk 

memperkuat tingkat kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan itu, Nartey (2023) menyoroti 

pentingnya integritas dan etika sebagai elemen fundamental yang menopang kepatuhan pajak, 

sekaligus menjadi pilar utama dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Perspektif ini menekankan bahwa keberadaan kerangka etika yang kokoh merupakan prasyarat 

penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Selain itu, Banshiwal dan Kaduniya (2023) 

memandang kepatuhan pajak dari sudut moralitas kewarganegaraan, dengan menempatkan 

pembayaran pajak sebagai salah satu kewajiban dasar warga negara. Dengan demikian, aspek 

moral dan etika menjadi faktor yang mendasari keputusan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

Kajian mengenai tax civility yang dilakukan oleh Nguyen (2012) menunjukkan adanya 

perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan wajib pajak, yakni dari pendekatan 

yang menitikberatkan pada kewajiban hukum menuju model yang lebih berorientasi pada 
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pelayanan, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat. Perubahan tersebut mencerminkan 

meningkatnya perhatian terhadap persepsi serta pengalaman wajib pajak sebagai faktor 

pembentuk budaya kepatuhan. Di sisi lain, Lee dkk. (2023) menemukan bahwa tingginya biaya 

kepatuhan pajak dapat menciptakan insentif bagi individu untuk melepaskan 

kewarganegaraannya sebagai upaya menghindari beban perpajakan. Sementara itu, penelitian 

Langenmayr dan Zyska (2023) mengenai penghindaran pajak dalam rezim pertukaran informasi 

otomatis menunjukkan bahwa program investasi kewarganegaraan  berpotensi dimanfaatkan 

untuk menyembunyikan aset di luar negeri. Selain itu, Delalande (2022) melalui kajiannya 

tentang konsep consent to taxation mengungkap kompleksitas perkembangan historis gagasan 

persetujuan terhadap pemajakan serta relevansinya dalam perdebatan perpajakan modern. 

Secara keseluruhan, berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perpajakan tidak hanya 

berkaitan dengan aspek administratif dan hukum, tetapi juga erat hubungannya dengan dimensi 

kewarganegaraan, legitimasi politik, persetujuan masyarakat, dan kontrak sosial. Oleh karena 

itu, diperlukan kajian yang berkelanjutan untuk memahami dinamika sistem perpajakan dan 

sikap wajib pajak dalam beragam konteks sosial, ekonomi, dan politik. 

 

METODE 

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mengkaji perilaku kepatuhan 

pajak di kalangan pemilik maupun  pengelola Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-

terstruktur, sementara analisis data menggunakan teknik analisis tematik guna mengidentifikasi 

pola, tema, dan makna yang muncul dari pengalaman serta pandangan para partisipan. 

Pendekatan kualitatif dipahami sebagai serangkaian perspektif dan strategi penelitian yang 

berfokus pada upaya memahami cara individu memaknai, menghayati, menafsirkan, dan 

mengonstruksi realitas sosial yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Chenail, 2016). 

Wawancara semi-terstruktur yang memanfaatkan pertanyaan terbuka digunakan untuk 

mengeksplorasi pola pikir kepatuhan pajak pada pemilik atau direktur pengelola UMKM yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini. Metode tersebut memberikan keleluasaan dalam proses 

pengumpulan data sehingga mampu menghasilkan informasi yang mendalam dan beragam, 

sekaligus mendukung tercapainya pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap fenomena yang 
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diteliti (Hall & Liebenberg, 2024) Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian, 

yaitu menggali secara lebih mendalam berbagai faktor yang memengaruhi keputusan pemilik 

atau direktur pengelola UMKM dalam mematuhi ketentuan perpajakan, mematuhi sebagian 

regulasi yang berlaku, maupun tidak mematuhi peraturan perpajakan sama sekali. 

Rasional penggunaan pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan 

keleluasaan dalam proses pengumpulan data. Melalui pertanyaan yang bersifat terbuka, 

partisipan dapat mengemukakan pengalaman, pandangan, dan pemikiran mereka secara lebih 

bebas dan mendalam (Patton, 2014). Di samping itu, pendekatan tersebut memungkinkan 

peneliti mengeksplorasi secara lebih komprehensif berbagai tema, makna, serta wawasan yang 

berkembang selama penelitian berlangsung (Rubin & Rubin, 2012). Dengan demikian, metode 

ini mampu menghasilkan data yang kaya akan konteks dan nuansa, yang sering kali sulit 

diperoleh melalui pendekatan kuantitatif semata (Seidman, 2006).  

Penelitian ini berlandaskan paradigma interpretivisme fenomenologis yang bertujuan 

mengungkap pengalaman hidup  dan interpretasi subjektif partisipan terhadap fenomena yang 

diteliti (Osborn & Smith, 2015). Landasan filosofis tersebut relevan dengan fokus penelitian yang 

menekankan pemahaman mendalam mengenai cara pemilik usaha dan direktur pengelola 

UMKM mengonstruksi makna, memersepsikan, serta menyikapi berbagai persyaratan 

kepatuhan perpajakan dalam praktik bisnis mereka. 

Desain penelitian kualitatif dipandang sebagai pendekatan yang tepat karena 

memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap isu-isu yang bersifat sensitif secara emosional 

serta sulit dijangkau melalui metode penelitian lainnya. Dengan melibatkan partisipan secara 

langsung dan memahami konteks kehidupan mereka secara komprehensif, peneliti dapat 

menggali berbagai persoalan kompleks yang sering kali tidak terungkap melalui pendekatan 

penelitian konvensional. Pendekatan ini sangat efektif dalam mengkaji pengalaman hidup 

individu maupun kelompok masyarakat yang menghadapi berbagai tantangan dalam realitas 

sosial yang semakin kompleks (Creswell & Cresweel, 2021). Selain itu, penelitian kualitatif 

berorientasi pada pengumpulan dan pemahaman beragam perspektif dari sejumlah partisipan 

yang relatif terbatas, dengan menitikberatkan pada pandangan, makna, serta pengalaman yang 

mereka konstruksikan sendiri (Creswell & Poth, 2017) 
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Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dengan melibatkan 

partisipasi langsung para pemilik usaha sebagai sumber data. Pengumpulan data dilakukan 

menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman 

yang mendalam mengenai pengalaman dan perspektif partisipan.(Cresweel, 2017). Dalam 

penelitian deskriptif kualitatif, beragam metode pengumpulan data diterapkan untuk 

memahami secara mendalam karakteristik suatu fenomena, termasuk partisipan yang terlibat, 

lingkungan atau konteks penelitian, serta berbagai peristiwa yang terjadi. Walaupun wawancara 

semi-terstruktur secara tatap muka menjadi teknik yang paling banyak digunakan, peneliti juga 

memanfaatkan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), wawancara melalui telepon, 

dan metode berbasis daring  sebagai alternatif untuk memperoleh data yang diperlukan (Doyle 

et al., 2020). 

UMKM dipilih melalui teknik pengambilan sampel acak berdasarkan payuban usaha 

yang tersedia. Setiap calon partisipan kemudian dihubungi melalui nomor kontak bisnis maupun 

nomor telepon pribadi untuk mengetahui kesediaan mereka berpartisipasi dalam penelitian. 

Setelah memperoleh persetujuan lisan, peneliti mengirimkan surat permohonan penelitian, 

lembar informasi partisipan, formulir persetujuan untuk mengikuti wawancara kualitatif, serta 

panduan pertanyaan wawancara melalui surat elektronik. Setelah partisipan memberikan nomor 

telepon yang dapat dihubungi, koordinasi lebih lanjut mengenai jadwal wawancara dilakukan 

melalui pesan telepon. Selanjutnya, peneliti dan partisipan menyepakati waktu, tanggal, serta 

lokasi pelaksanaan wawancara. 

 Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tunggal, yaitu dengan 

menerapkan satu teknik pengumpulan data yang didukung oleh satu atau lebih metode analisis 

untuk mengkaji fenomena yang diteliti secara mendalam  (Saunders & Lewis, 2023). Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik, yaitu pendekatan yang 

bertujuan mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menafsirkan pola-pola makna atau tema yang 

terkandung dalam data hasil pengumpulan data (Creswell & Poth, 2017). Analisis tematik 

merupakan metode analisis data kualitatif yang berfokus pada identifikasi, pengkajian, dan 

interpretasi pola-pola atau tema yang muncul secara berulang dalam suatu kumpulan data. 



 
 
 

 
Pemahaman dan Tantangan Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM  

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Rahman,.) 

 
 

 

 

  6145 

 

eISSN 3063-802X & pISSN 3063-8011 

Melalui proses ini, peneliti dapat memperoleh wawasan baru serta pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Namun demikian, peneliti perlu menjaga 

objektivitas agar asumsi atau pandangan pribadi tidak memengaruhi kemampuan dalam 

mengenali tema-tema yang relevan dan bermakna (Naeem et al., 2023). Lebih lanjut, Jowsey et 

al., (2021) menjelaskan bahwa analisis tematik melibatkan proses pengodean data ke dalam 

kategori-kategori tertentu, pengelompokan kode-kode tersebut menjadi tema yang lebih luas, 

serta penelaahan pola dan keterkaitan yang terbentuk antar tema untuk menghasilkan 

interpretasi yang mendalam. 

Dalam penelitian kualitatif, triangulasi merupakan salah satu strategi yang lazim 

digunakan untuk memastikan ketelitian dan kredibilitas penelitian. Pada penelitian ini, peneliti 

menerapkan triangulasi data dengan membandingkan serta mengonfirmasi konsistensi 

informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data, seperti catatan 

lapangan hasil observasi dan transkrip wawancara. Penerapan triangulasi tersebut berfungsi 

untuk meminimalkan potensi kesalahan maupun bias dalam proses pengumpulan dan analisis 

data, sehingga meningkatkan keakuratan serta keandalan temuan penelitian (Puklavec et al., 

2025) 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan pendekatan interpretatif untuk 

memahami dan menafsirkan secara langsung informasi yang diperoleh dari partisipan. Melalui 

penggunaan pertanyaan penelitian yang bersifat terbuka dan menghasilkan data berbentuk teks, 

peneliti dituntut untuk melakukan analisis data secara sistematis, mengorganisasikannya ke 

dalam kategori-kategori yang relevan, serta menetapkan kode-kode yang mampu 

merepresentasikan makna dan isi teks secara tepat (Cresweel, 2017).  Pendekatan analitis ini 

memanfaatkan berbagai sumber data, metode, peneliti, dan teori untuk memperkuat validitas 

temuan (Creswell & Poth, 2017). Salah satu bentuknya adalah triangulasi peneliti, yaitu 

keterlibatan beberapa peneliti dalam menganalisis data yang sama secara independen. 

Perbedaan perspektif dan keahlian yang dimiliki masing-masing peneliti membantu mengurangi 

bias subjektif serta meningkatkan objektivitas interpretasi data. Pendekatan ini sangat efektif 

diterapkan pada penelitian yang kompleks atau berskala besar (Cresweel, 2017) 

Dalam penelitian kualitatif, triangulasi merupakan salah satu strategi yang lazim 

digunakan untuk memastikan ketelitian dan kredibilitas penelitian. Pada penelitian ini, peneliti 
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menerapkan triangulasi data dengan membandingkan serta mengonfirmasi konsistensi 

informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data, seperti catatan 

lapangan hasil observasi dan transkrip wawancara. Penerapan triangulasi tersebut berfungsi 

untuk meminimalkan potensi kesalahan maupun bias dalam proses pengumpulan dan analisis 

data, sehingga meningkatkan keakuratan serta keandalan temuan penelitian (Johnson et al., 

2020).  

Demograpi Informan 

           Informan dalam penelitian ini mencakup beragam karakteristik demografis, sehingga 

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perspektif yang berkembang di kalangan 

pemilik usaha mikro kecil dan menengah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelompok 

informan terdiri atas sembilam orang, yaitu enam laki-laki dan tiga perempuan, dengan rentang 

usia antara 30 hingga 50 tahun. Ruang lingkup mereka secara umum menjadi usaha mikro, usaha 

keci dan usaha menengah. 

Tabel 1 Demograpi Informan 

No Kode Informan Jenis Kelamin Skala Usaha Durasi Percakapan 

1 Informan 1(Inf 1) Laki-Laki Menengah 60 menit 

2 Informan 2(Inf 2) Perempuan Kecil 45 menit 

3 Informan 3(Inf 3) Perempuan Kecil 40 Menit 

4 Informan 4(Inf 4) Laki-Laki Mikro 48 menit 

5 Informan 5(Inf 5) Laki-Laki Mikro 60 Menit 

6 Informan 6(Inf 6) Laki-Laki Menengah 72 menit 

7 Informan 7(Inf 7) Laki-Laki Kecil 93 Menit 

8 Informan 8(Inf 8) Perempuan Menengah 77 Menit 

9 Informan 9(Inf 9) Laki-Laki Mikro 86 Menit 

 

HASIL PEMBAHASAN  

Faktor Pendorong Kepatuhan Pajak 

Bukti yang diperoleh dari interaksi dengan para pemilik UMKM menunjukkan bahwa 

terdapat dua faktor utama yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan. beban finansial dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan bukanlah satu-satunya pertimbangan; sebagian wajib pajak di 
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Daerah Istimewa Yogyakarta juga menghadapi tantangan psikologis yang sering disebut sebagai 

Faktor ketakutan. Selama proses wawancara, seluruh partisipan menyoroti adanya faktor 

ketakutan tersebut, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar dari mereka lebih memilih 

untuk mematuhi kewajiban perpajakan guna menghindari sanksi, baik berupa denda maupun 

bahkan hukuman penjara. 

“Saya berupaya menghindari permasalahan dengan otoritas perpajakan, karena saya menyadari 

bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat berujung pada konsekuensi hukum, termasuk 

ancaman hukuman yang lebih berat” (Inf 3) 

“Satu-satunya alasan yang membuat saya mematuhi kewajiban perpajakan adalah ancaman 

pemblokiran rekening bank seperti yang di alami saudara. Hukuman pemblokiran rekeing bank membuat 

takut apabila itu terjadi kepada saya karena itulah yang menjadi pendorong utama saya’’(Inf 6). 

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa moral pajak dan pertimbangan etis tidak 

muncul sebagai faktor dominan yang mendorong kepatuhan perpajakan para partisipan. 

Sebagian besar informan tidak mengaitkan kepatuhan mereka dengan motivasi moral atau nilai-

nilai etika, kecuali informan 3 menyatakan bahwa 

“saya tahu bahwa itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Jadi, saya pikir jika saya tidak 

melakukannya, saya akan merasa bersalah. Karena di dalam keyakinan agama saya, saya wajib patuh 

terhadap Keputusan ulil amri." 

Informan Inf 9 menyatakan bahwa membayar pajak merupakan tindakan yang benar 

karena telah menjadi nilai yang ditanamkan sejak kecil, sekaligus dipandang sebagai bentuk 

dukungan terhadap negara serta kewajiban yang diatur oleh hukum. Meskipun pernyataan 

tersebut mencerminkan adanya dimensi moral dan etika, analisis terhadap keseluruhan data 

menunjukkan bahwa orientasi moral para partisipan masih sangat terkait dengan pertimbangan 

hukum. Dengan kata lain, motivasi kepatuhan yang mereka ungkapkan lebih banyak 

berlandaskan pada kewajiban legal dan kekhawatiran terhadap konsekuensi, seperti sanksi atau 

pelanggaran hukum, daripada pada kesadaran moral yang bersifat intrinsik. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa dimensi moral dan etika dalam kepatuhan perpajakan cenderung diatur 

melalui norma hukum, bukan sebagai nilai moral yang berdiri secara independen. Sejumlah 

partisipan menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan mereka lebih dimotivasi oleh kewajiban 
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hukum maupun rasa takut terhadap sanksi atau konsekuensi hukum, daripada oleh 

pertimbangan atau keyakinan moral. 

“Selain ancaman sanksi, pemeriksaan pajak, kemungkinan penuntutan pada kondisi tertentu, dan 

sifat kewajiban perpajakan yang bersifat wajib, tidak terdapat faktor lain yang menjadi pendorong 

kepatuhan pajaknya”(Inf 2) 

“Keberadaan peraturan pajak yang bersifat mengikat menjadikan kepatuhan sebagai suatu 

kewajiban yang harus dilaksanakan” (Inf 7) 

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa  Informan 6 menyadari adanya kelemahan 

dalam sistem perpajakan, khususnya pada transaksi tunai yang dipersepsikan sebagai celah 

paling rentan untuk dimanfaatkan. Celah tersebut dimanfaatkan dengan cara tidak melaporkan 

seluruh transaksi tunai dalam pelaporan pajak. Selain itu, informan 6 menjelaskan bahwa omset 

usaha dalam jumlah besar dikelola melalui penyebaran identitas wajib pajak. Menurut informan, 

strategi ini memungkin membayar pajak lebih hemat 

Keterbatasan pengetahuan dan kurangny akses informasi menjadi tantangan dalam 

kepatuhan pajak 

Sebagian besar pelaku usaha kecil masih menghadapi keterbatasan dalam memahami 

kompleksitas yang melekat pada kepatuhan perpajakan, termasuk prosedur pendaftaran dan 

kerangka regulasi yang mengaturnya. Kondisi tersebut diperburuk oleh belum optimalnya 

program edukasi perpajakan serta kurang efektifnya komunikasi yang dilakukan oleh 

pemerintah, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan wajib pajak dan berdampak pada 

rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Pemilik usaha kecil pada 

umumnya masih menghadapi kendala dalam memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, 

yang mengindikasikan perlunya penguatan program edukasi serta peningkatan dukungan dari 

otoritas perpajakan. Sebagian besar pelaku usaha juga mengaku belum memiliki kapasitas yang 

memadai untuk mengelola kewajiban perpajakan secara mandiri tanpa pendampingan tenaga 

profesional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan memiliki tingkat 

pemahaman yang relatif terbatas mengenai kompleksitas sistem perpajakan, termasuk 

mekanisme pelaksanaannya serta kerangka peraturan perundang-undangan yang menjadi 

landasan pengaturannya. 
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“saya merasa kesulitan beradaptasi dengan sistem perpajakan. Sistem tersebut memunculkan rasa 

takut karena adanya kekhawatiran melakukan kesalahan dalam proses pelaksanaan kewajiban 

perpajakan”(Inf 7) 

Para informan menyatakan ketidakpuasan terhadap sistem perpajakan karena dinilai 

belum cukup ramah bagi usaha kecil. Mereka menilai bahwa besarnya beban kewajiban 

perpajakan menghambat kemampuan usaha untuk meningkatkan profitabilitas dan melakukan 

pengembangan bisnis. 

“Kompleksitas ketentuan perpajakan, perubahan peraturan sering terjadi, selain itu apabi;a saya 

ingin mendapat pemahaman pajak atas usaha saya, tentu harus mengeluarkan biaya besar untuk 

memperoleh bantuan tenaga profesional merupakan tantangan dalam menjalankan kepatuhan 

perpajakan”(Inf 2) 

“Peraturan perpajakan yang diterapkan oleh DJP menurut saya kompleks dan sulit dipahami. 

Kondisi tersebut mendorong kami pelaku usaha untuk memperoleh bantuan atau pendampingan guna 

memahami ketentuan perpajakan secara lebih komprehensif(Inf 9)” 

“skala usaha saya masih kecil menyebabkan pendapatan yang diperoleh cenderung sedikit. 

Meskipun demikian, usaha tersebut tetap dibebani kewajiban perpajakan yang dinilai semakin menekan 

margin keuntungan. Selain harus memenuhi kewajiban pajak, partisipan juga menghadapi berbagai biaya 

operasional yang tinggi, seperti sewa tempat, biaya listrik, dan pengeluaran lainnya. Total  pengeluaran 

tersebut menurut saya pengelolaan  usaha semakin sulit”(Inf 5) 

Informan 1 mengungkapkan bahwa pemilik usaha kecil masih memiliki tingkat 

kesadaran yang rendah terhadap berbagai inisiatif yang disediakan oleh DJP untuk mendukung 

pemenuhan kewajiban kepatuhan perpajakan. Menurutnya, kondisi tersebut tercermin dari 

adanya: 

“Pemerintah dinilai belum melakukan komunikasi yang tepat kepada seluruh pelaku usaha seperti 

saya, dan itu di alami juga  oleh teman-teman saya, seharusnya program sosialisasi peraturan pajak bisa 

menyasar semua pelaku usaha kecil dan tidak sekadar di media sosial banyak di antara dari kami tidak aktif 

di media sosial”(Inf 1) 

Sebagian besar pelaku usaha kecil mengandalkan bantuan profesional eksternal dalam 

mengelola kewajiban perpajakannya. Kondisi ini dipengaruhi oleh wajib pajak tidak mengetahui 

secara peraturan pajak yang menjadi beban mereka, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan 
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yang dimiliki, serta adanya tuntutan untuk tetap memenuhi kewajiban hukum pajak . Situasi 

tersebut mengindikasikan bahwa dukungan dari tenaga profesional menjadi faktor penting 

dalam membantu usaha kecil mencapai kepatuhan perpajakan. Keterbatasan informasi dan 

pemahaman mengenai aspek perpajakan menyebabkan pelaku usaha lebih memilih 

menggunakan jasa pihak eksternal untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Persepsi Terhadap Pemerintah 

Salah satu faktor paling signifikan yang memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan 

usaha mikro  kecil dan menengah (UMKM) adalah persepsi terhadap adanya ketidakadilan 

sistemik dalam rezim perpajakan. Para informan berulang kali mengungkapkan keyakinan 

bahwa sistem perpajakan memberikan beban yang tidak proporsional kepada usaha kecil dan 

kelompok berpenghasilan menengah, sementara individu kaya dan perusahaan besar dapat 

memanfaatkan celah peraturan atau terhindar dari pengawasan. Persepsi mengenai 

ketidakadilan ini tidak hanya mengikis kepercayaan terhadap aparat perpajakan, tetapi juga 

terhadap kerangka kelembagaan pemerintah secara keseluruhan. Hal ini tercermin dengan 

pernyataan : 

“Mereka yang memiliki uang maupun pengaruh lebih besar cenderung membayar pajak dalam 

jumlah yang relatif lebih rendah. Kondisi tersebut bukan disebabkan pemahaman pajak yang lebih tinggi, 

selain itu akses terhadap informasi dan hubungan dengan apaaratur memungkinkan mereka memanfaatkan 

celah  dalam penerapan peraturan perpajakan” (Inf 8) 

Informan menyatakan bahwa norma sosial dan perilaku rekan sejawat merupakan faktor 

yang turut memengaruhi keputusan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Dalam perspektif informan, kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh tuntutan regulasi, 

tetapi juga oleh dinamika sosial yang berkembang di lingkungan usaha. Ketika pelaku usaha 

menyaksikan bahwa pesaing atau rekan bisnis dapat menghindari kewajiban perpajakan tanpa 

dikenai konsekuensi, praktik tersebut berpotensi mengalami normalisasi. Normalisasi tersebut 

selanjutnya melemahkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan mendorong terbentuknya 

perilaku serupa dalam pengambilan keputusan terkait kepatuhan pajak. Salah seorang informan 

mengemukakan bahwa: 
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“Saya mengetahui beberapa pelaku usaha lain yang tidak melaporkan seluruh omsetnya. Ketika 

saya melihat mereka tetap dapat menjalankan usahanya tanpa menghadapi masalah dari kantor pajak, saya 

mulai mempertanyakan mengapa saya harus taat mematuhi aturan pajak.(Inf 6). 

Rekomendasi 

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi penerapan praktis maupun 

pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak pada usaha mikro, kecil, dan 

menengah. Penelitian ini menegaskan perlunya inisiatif dukungan yang dirancang secara khusus 

untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi UMKM dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Strategi tersebut mencakup penyediaan sumber daya yang mudah diakses serta 

program pelatihan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyederhanaan peraturan perpajakan dan 

pengurangan hambatan administratif dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Oleh 

karena itu, para pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan penerapan insentif perpajakan 

serta penyederhanaan prosedur administrasi guna mempermudah kepatuhan bagi usaha kecil. 

Selain itu, pembentukan kemitraan antara otoritas pajak dan UMKM juga berpotensi 

meningkatkan tingkat kepercayaan sekaligus kepatuhan wajib pajak. Komunikasi yang 

berkelanjutan, mekanisme umpan balik, serta pembentukan komite konsultatif dapat menjadi 

sarana yang efektif untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. 

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan konseptual terhadap pengembangan 

pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan pada usaha 

mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selain memperluas khazanah akademik, penelitian ini juga 

menawarkan implikasi praktis berupa rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemangku 

kepentingan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan UMKM. Implementasi 

rekomendasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kerangka kebijakan dan mekanisme 

pendukung yang lebih efektif dalam membantu UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya, 

memperkuat kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, serta memberikan kontribusi terhadap 

terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 
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KESIMPULAN 

Penelitian ini mengkaji hubungan yang kompleks antara usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) dengan kepatuhan pajak, dengan menitikberatkan pada pemahaman 

mengenai pola pikir bisnis yang mendasari terbentuknya perilaku kepatuhan. Eksplorasi 

terhadap pengalaman empiris, motivasi, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemilik 

UMKM menghasilkan temuan-temuan penting yang memberikan pemahaman mendalam dan 

menjawab tujuan penelitian secara menyeluruh.  Ketakutan terhadap sanksi dan hukuman 

penjara merupakan faktor utama yang mendorong pemilik usaha kecil, menengah, dan mikro 

(UMKM) untuk mematuhi peraturan perpajakan, dibandingkan dengan pertimbangan moral 

atau etika. Pemilik SMMEs pada umumnya mematuhi ketentuan perpajakan karena khawatir 

akan dikenai sanksi maupun hukuman penjara, bukan semata-mata didorong oleh kesadaran 

moral atau tanggung jawab etis. Selain itu, banyak pelaku usaha memanfaatkan celah dalam 

peraturan perpajakan  dengan melakukan transaksi secara tunai serta menggunakan layanan 

keuangan internasional  untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. 

Sejumlah pemilik usaha kecil, menengah, dan mikro menilai bahwa sistem perpajakan 

masih mencerminkan ketidakadilan, yang dipengaruhi oleh adanya praktik korupsi. Persepsi 

tersebut semakin menguat akibat terbatasnya kualitas layanan publik yang diterima serta adanya 

kesenjangan antara besaran pajak yang dibayarkan dengan manfaat yang dirasakan. Kondisi ini 

berkontribusi terhadap terbentuknya pandangan negatif mengenai  penyelenggaraan 

pemerintahan. Akibatnya, persepsi terhadap ketidakadilan sistem perpajakan dan rendahnya 

efisiensi administrasi pemerintah cenderung menurunkan kesediaan pelaku usaha untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak memerlukan 

penguatan edukasi perpajakan, penyampaian informasi yang lebih transparan, jelas, dan mudah 

dipahami oleh otoritas perpajakan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan guna mengurangi 

persepsi masyarakat terhadap ketidakadilan dan inefisiensi administrasi. Melalui berbagai upaya 

tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan sukarela pemilik usaha kecil, menengah, dan mikro  

dapat meningkat secara berkelanjutan. 
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